| SALINAN |'

GUBERNUR PROVINS|I DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

FEEATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
[BUKOTA JAKARTA

NOMOR 108 TAHUN 2018
TENTANG

PENDELEGASIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT
YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa bercasarkan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun
2010 telah diatur mengenai pendelegasian  wewenang
pengangkatan, pemindahan dan  pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan
peraturan perundang-uncangan, Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan:

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan
Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomar 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Dzerah Khusus lbukota Jakarta sebagai Thukota
Negara Kesaluan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan
Daerah scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:;

2. Undang-Undang Nemeor 30 Tahun 2014 tentang Administras]
Pemerintahan;



Menetapkarn |

-
.

7. Peraturan Pemerintal: Nomor 11 Tahon 20017 tentang
Manajermen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur MNegara dan
Reformasi Birclkorasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang
Jabatan Fungsional;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 7 Tahun

2017 tentang Tala Cara Pelantikan dan  Pengambilan
Sumpah /Janjl Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan
Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan RKepala Dadan HKepegawaian Negara Nomor 2]
Tahun 2017:

9. Peraturan Dacrah Nomor 5 Tabun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkal Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta:

Lk Peraturan. Gubernur Nomor 256 Tahun 20168 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dadan Kepegawaian Dacrahs:

MEMUTUSKAN .

FERATURAN GUBERNUR TENTANG FENDELEGASIAN, PEMBERIAN
KUJASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG DI
BIDANCG KEPEGAWAIAN.
BADB 1
RETENTUAN UMLUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ind vang dimaksud dengan |

1. Daerah adalah Provins: Daerah Khusus Ihukota Jakarta

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Dacrah
sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daeral,

k]

Cubermnmur adalah Kepala [Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

4. Hekretarls Daerah adadah Sceloetaris Dacrah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerab vang selanjulnva
disebut Asisten Pemerintaban adalab Asisten Pemerintahan
Sekretaris Daerah Provinsl Daceah Khusus [bukola Jakarta.

g |

. Inspektur adalah Inspekiur Provinsi Daerah Khusus [hukota
Jakarta,

7. Kepala Badan Hepegawaian Dacrah vang selanjutnya discbul
Repaln BKD adalah Kepala Dadan Kepegawidlan Dacrah
Provinsi Dacrah Khusus Ihukota Jakar .



8.

16

11.

13.

14

20,

21,

Walikoln  adalabh  Walikkora  Kota Administrasi ol Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta.

.Bupali adalah Bupati Kabupaten Adminisirasi Kepulauan

Seribu di Provinsi Daerah Khusus Thukota Jakarla,

Fold Administrasi adalah Hota Admidndstrasi di Provinsd
Davrah Klasus [Bukota Jakarta.,

Kabupaten Adnundstrast adalah  Kabupawen  Administrasi
Kepulauan Serlbu Provinsi Dacrah Khusus Thukota Jakarta,

[LPerangkal Daerah yang selanjutnya  disingkat PD adalah

Perangkal Daerah Provinsi Daerah Khusus Thukola Jakarta.

Unil Kerja pada Peranghkat Daerah yang sclanjulnya disinglkat
URPD adaiah Unit Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khuosus
Iukota Jakarta.

Biro Sekretariat Daerah yang sclanjulnva disebut Biro adalah
Biro Sckretarial Daerabh Provinst Daerabh Khasus Thukota
Jakirin.

.Suku Badan Hepegawalan yang sclanjulnya disebut Suku

Badan adalah Suku Badan Kepegawuaian Badan Kepegawaian
Dracrah Provinsi Daerah Khusas Ihukota Jakartia,

.Kepala Bidang Pengembangan Badan Eepegawaian Daerah

yang selanjuinya  disebut Kepala Bidang Pengembangan
adalah Kepala Bidang Pengembangan Karier Badan Kepepawadan
Daeraly Provinsi Dacrah Khusus Ibukora Jakarta,

Hepala Bidang  Kesejahteraan dan Pensiun Badan

Kepegawalan Dacrah yang selanjutnya disebut Kepala Bidang
Kesra adalah Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun
Badan Kepegawalan Daerat Provinsi Daerah Khusus Thukota
Jakarta,

-Kepala Bidang Perencanaan dan Pendavagunaan Badan

Repegawaian Daerah yang selanjutnye disebutl Kepala Bidang
Pendagun adalah Hepala Bidang Perencanaan dan
Pendayaginaan Badan Kepegawaian Dacrah Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta.

-Repala Suku Badun Bepegawaian Kora adalah Kepala Sukno

Badan Repegawalan Kola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Daerah Ehusus [bukota Jakarta,

Kepala Subbidang Kepanghkatan Deadan Fepegawaian Daerah
vang selanjutnya  disebut Kasubbid EKepangkatan adalah
Kepala Subbidang Bepangkalan Baduan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus [bukoela Jakarta.

Kepala Subbldang Jabatan Fungsiomal Badan Kepegawaian
Daerah vang  selanjutuya disebul  HKasubbid  Jabatan
Fungsional adalal Kepala Subbidarg Jabalan Fungsional
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus [bukota
Jakarta,



22,

24,

25,

28,

27,

k10

31.

32,

g4,

Repala Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Suku
Cidan Repegawaian Kota vang selanjutnva disebut Kasubbid
Pendayagunaan dan Pengembangan Sulua Badan Kepegawaian
Rota  adalaly  Repala Subbidang Pendayagunaan dan
Pengembangan  Suku Badan  HKepegawaian Kota Badan
Kepegawalan Daerah Provinsi Daerah Ehusus Thukota

Jalkarta.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkal PNS adalah

Pegawni Negeri Sipll Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
tbukota Jakarta,

Calon Pegawai Neger Sipil yang selanjutnya disingkal CPNS
adalah Calon Pegawai Negeri Sipll Pemerintaby Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jaliarta.

Guru adalah Pegawal Negerl Sipil yang menduduold Jabatan
Fungsional Gurn pada Pemeriotah Proviosi Dacrah Khusuos
bukota Jakarta,

Dredegast  adalah  pelimpahan  kewepangan dari Gubernur
Kepada Pejabal Pemerintahan dengan tanggung  jawab dan
langgung  gugal  beralih  sepenubhoya  kepada penerima
delegasi.

Kuasa adalah pelimpahan kewenangan dari Gubernur kepada
Pejabal Pemerintahan dengan tanggung jawab dan tangoung
gugal letap berada pada Gubernur,

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Gubemur atan

l’L]ﬂbEH PE‘ttlFrlﬂTah"ﬁﬂ untule mengambil keputusan dan/fatan
tindakan dalam penyelenggarasn pemerintahan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fangal dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
herdasarkan pada keabilian atau kelerampilan tertentu,

Jabatan  Administrator adalaby sckelompok  jabatan yang
bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelavanan  publik  serta administrasi  pemerintahan dan
prmbangunan.

Jabatan  Pengawas  adalah sekelompok  jabatan  yang
bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kKegiatan vang
dilakulkan oleh Pejabal Pelaksana,

Penvesuadian/Inpassing  adalah  prosss  pengangkalan  PNS
dalam  Jabartan Fungsional guna memenuhi kebutuhan
orgamsasi sesua dengan Ketentuan peraturan perundang:
undangan dalam jangka wakiu tertentu,

. Lingkup Kota Administrasi adalah Kota Administrasl Provinsi

Diderah Blhwosus hikota Jakarta,

Lingkup Wilavah Kola Administrasi adalah Eola Administrasi,
Suku [Mnas, Suliu Badan, Inspeklorat Pembantu Eota, Satuan
Follsi Pamong Praja Kota.



BAR T1
MAKSUDY DAN TUILIAN

Pasal 2
Peraluran Gubernur ind dimaksudkan sebagai dasar pelimpahan
dan/atau pemberian kewenangan Gubernur kepada Pejubat di
lingkungan Pemerintali Duacrah  dalam menetapkan  cdan
menandatangani dokumen di bidang kepegawaion,

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlujuan untuk ;

4. mempercepat  dan  moempersingkat | proses  penyeleésaian
penetapan status Kepegawaian;

b, mempermudab  penvampaian  usulan berkas  administrasi
kepegawaian;

¢, Membagi peran, tugas dan fungsi Pejabul dalam pengelolaan
Kepegawaian: dan

d. Meningkatkan kinerja PNS dalaon memberikan pelayanan
kepegawaian.
BAB 111
PENDELEGASIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN
Bagian Kesatu
Pendelegasian Woewenang
Pasal 4
(1) Gubernur mendelegasikan kewenangannya untuk menetapkan
leputusan df bidang kepegawainn kepada Pelabat schagaimana
tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Gubernur inl.
(2} Keputusan vang memjadi kewenangan Gubernur dan tdak
dapal didelegasikan  berdasarkan  peraluran perundang

utidangan. ditetapkan secara koleldif,

2] Reputusan  Gubernur vang  dilelapkan  secara  kolektif
sebagaimana dimaksud pada avat (2] meliputi

a. Kepulusan penganglatan CPNS dan PNS;
b. keputusan perpindahan PNS: dan
¢, keputusan pensiun.

(4] Gubernur menetapkan  Pejabat  yang  bherwenang  untuk
menandatangani petikan Keputusan Gubernur yang ditetapkan
secara koleltl sebagaimana dimaksud pada ayat (2] kepada

Pejabat sebagaimana lereantum dalam Lampiran [ Peraturan
Gubernur ini



(1]

(1]

{2)

(:3)

[£3]

(1]

(2]

fi

Pasal &

Gubermmur mendelegasican kewenanganryn unluk menandatangan
curdl usudn kensikan o pangkat dan asulan ;}rznimhzmgtm
teknis  penctapan ponsiun. kepada Pejabat sebagalmana
Lercantium dalam Lampiran [ Peraturan Gubernuar ini,

Pejabat sebagimana dimaksud pada avat (1) menandalangani
dan  menyampaikan usulan kKepada Daden Hepegawaian
Negara atan nstansl Pemerintah yang membidangi.

Bagian Kedua
Pemberian Muasa
Pasql 6

Cubernur memberikan kuasa unfulk menetapkan Keputusan
di bidang kepegawaian kepada Pefabal sebagabimana tercanlum
dalam Lampiran [ Peraturan Guberaar ini.

Reputusan sebagaimana dimaksud pada syal (1), melipuii :

a. pengangkatan, pemberhentian dan penganglkatan kembali
PNS dalam jabatan [ungsional; dan

b, pengangliatan, pemndahan dan pemberhentian PNS dalam
jabatar pimpinan tinggi dan jabalan administrasi,

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk
dlan atas nauna Gubernur dalam menetapkan keputusan.

Beputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (2] hurul a
dilecualilian terhadap Keputusan pengamgkatan, pemberhentian
dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsiomal jenjang
abll miaglyz.,

Keputusan sebagaimana dimaksud pada avat (2) huraf b
dikecualikan terhadap Kepulusan pengangkatan. pemindahan
dan pemberhentlan PNS dalam jabatan pimpinan dngg dan
jabatan administrasi.

Gubernur  menetapkan Pejabat yvang berwenang  untuk
menandalangani petikan keputusan sebagalmana dlimalksud
pada ayal 4) dan ayal (5).

Bagian Keliga
Penunjuklkan
Pasal 7
Gubernur menunjuk Pejabat untuk melantik dan mengambil
sumpah/janji jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Gubernur ini,
Gubermur dapat menggunakan sendiri kewenangannyva untuk

melantik  dan  mengambil  sumpah/fanji jabatan tanpa
mencabut penunjukkan sebagatmana dimaksud pada ayal (1)



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Pejabat yang menerims delegasi, vang menerima kuasa atau
vang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1}, tidak
dapat mendelegasikan, menguasakan atau menunjuk Pejabat
lainnya,

(2] Dalam hal Pejabat yang telah menerima delegasi, vang
menerima kuasa atau vang ditunjuk berhalangan tetap, maka
kewenangannya beralih kepada atasan langsungnya.

BAB YV
KRETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Cubernur Nomer 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang
Fengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipﬁ (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2010 Nemor 168), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangegal diundangkan.
Apar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur [ni cengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dhutetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Okrober 2018

GUZERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Lt
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tangggal 19 Oktober 2018

SEERETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
tied
=AEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS |BUKOTA JAKARTA
TAHUN 208 NOMOR 72043

Salinamn sesual dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DATRAH
PROVINSI DAERAH KH SIBUKOTA JAEARTA,

YAVAN YUHANAH
NIP 196508241994032003



Lampiran | @ Pefatucon Gubernur Proviosi Dasrah Klisus
[bukorn Jekarte

Moimor 109 TARHUN 2018
Tenpgod 15 dloher D018

FEJARAT ¥YANC MENERIMA DELEGAST UNTUK MENETARKAN KEPUTUSAN
DAN MENANGATANGART PETIRANNYA

T—'«tjahu yung E-:d:l.ega:ue;ﬂﬂ

Keauni=an Pt ke Heterangsn li

fanks Kepuibisan

Pongangkainn CPMNS dan: PNE

1 |Pengangkatan TPNS s Kepeln Bidang Fendapin |
1 [Fengangkatan CPNS menjadi FS 3 Iepala Hidang Fendagun
Perpindohan PNS
3 [Perpindaban PNS (Non Struleural) anear Repele BXD Kepata Bidung Pendagun
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GUBERNUR PROVING] DAERAH KHUSUS
[BURCTA JAKARTA.
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ANIES BASWEDAN



Lampiran Il : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Thukota Jalarta
Mamaer 10% TAHUN 2018
Tanggal 15 Oktober 2018

FEJABAT YANG MENERIMA DELEGAST UNTUK MENANDATANCGAN] USULAN

Mo

PANGKAT :

Jenis Usulan

—
Pejabst vang
Dridelepasikan

s il i X o

Keleranpan

Usulan kenadkon pangkat dan nota ysul:

Cal Ve

Sekretaria Daerah

Diusulkan kepada
FPresiden

Kepala BKDr

Gol. IV/a dan Gol IV/b

Gol /e dan Gol. TH/d

RKepain Bidang
Fengembangan

Untuk PNS di ingkep
Provins dan Kabupaten
Adoinistrasi

Gol. Il/a dan Gol. l11/b

Kasubbid Kepangkatan

Gol. I/a samped dengan Gol.ll/d

Kasubbid Eepanglatan

Unituk PNS di lingkup
Prowirs dan KEahupeten

{Administrasi

{Gol, 1/a sampad dengean Gol.I/d

Kepala Suku Badan
Kepepawaian Kota

Untuk PNS di Lingkup

Wilayah Eota Admirdstras:

FEMSIUN

peinberhentian akibat Hukuman disiplin

Usulan pertimbangsn teknis penetapan pensiun karena mencapad BUPR, Pensiun
Jinida fduda/vatim, Pensiun APS, Pensiun kareta tiduk cakap jasma:u dan rohani, Pensiun karena

8, Bapgi PNS Gol. TV/d dan [V /e

b. Bagi PNE yang menduduki JPT Pratams

Sekretanis Daerah

¢. Bagi PNS Ool. IV/b dan IV/c

Kepala BED

d. Bagi PNS Gol, TV fa

Kepala Bidang Kesra

e Bag Gol. 1/e sampai dengan Gol. M/

Kepala Bidanyg Keera

Lintuk PNS di lingleup
Provinsi dan Kabupaten
Administras

{-Bag Gol. 1/ a sampai dengan Gal. 111;d

Kepala Suku Badan
Eepegownian Kot

Untuk PNS di Lingkup
Wilayak Kota Adininistrasi

GUBEENUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ted

ANIES BASWEDAN




Lampiran 11T @ Peraniran Gubernur Provinsi Daernk Khosus

MNaomunr
Tanggal

Ihukatn Juksrta

10% TAHUN 2018
-3 Oktober 2018

FEJABAT YANG MENERIMA KUASA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
DAN MENANDATANGAN] PETIRANNTA

M

Jenis Keputusan

JABATAN FUNGSIONAL

Peiabat FOng Did:]g@si-kan

Pengangkatan, Pemberhentian dan
Penganghatun Kembali dalam JI9:

di lingkup Kabupaien Adminisorasi

1 Kepala BKD Kasubbid Jabatan

a. Keahlian jenjang Ahli Pertama; dan Fungsional
{h. Keterampilan jenjang Pemula,

FPengangkatan, Pemberhentisn dan

Pengnngkatan KEembali dalam JF:

. i# Keahlian _icnjar:‘:g..ﬁhli Muda; dan o Kepala Sidang

® b, Keterampilan jenjang: hepa Pengembuangan
L. Terampil:
2. Mahir: di
2. Penvelin
Peogangralon, Pemberhientan dan

4 {Pengangkatan Kembali dulam JF Keahlian Eepala BED

jctiang Ahli Madva
JADATAN PFIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRAS]
Penpanglaran, Pemindabhan,

4 iPemberhentian dalam Jabatar Pimpinan - Kepala BED
Timgz
Pengangkatun, Pemindahan, ;

2 |Pemberhentian dalom Jubstan Belretarie Daerab Fl:_]:afa Eadang
Administrator Rk
Penpanglentan, Pemindahan, Kenals Bid

f [Pemberhentian dalam Jabatan Pengawss | Aslsler Pemerintahon { s o

idan Lurah Pengembangan
Penganghatan, Permindaban; : y

7 {Pemberhentian dalam Jabulun Pengawas. | Walikota Kepole: Solk EE"“_L“
di Lingkup Kula Administrasi : i e
Pengangkatun, Pemindahan, Kepala Bidang

8 |Pe ; ian galam Joba i e

mberhentan Jobaton Penpawas Bupati Pangbangan

GUBERNUR PROVING] DAERAH KHUSUS
IBLUEOTA JAKARTA,

thcd

ANIES BASWEDAN




Lampiran [V | Peramran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarts

Nomor 109 TAHUN 2018
Tangeal 15 Oktober 20138

FEJABAT YANG DITUNJUK UNTUK MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH/ JANJT JAHATAN

Pejabat yang Ditunjuk Heterangan

E

Penpgambilan sumpah /janj Jabatan bagi PNS
vang diangkat atau dipindahkan dalam
Jabatan Fimpinan Tinggi Pratama dan
dabatan Administralar

Zekretans Dasrah

Pengambilan sumpah /janjt Jabaten bagi PNS
2 |vang diangkat atan dipindahkan dalam Asgisten Pemerintahan
Jabatan Pengawos

Pengambilan sumpah /janji jabatan bagi PNS
yvang diangkat atau dipindshkan dalam
Jabatan Pengawas di Lingkup
Kota/Kebupaten Administrasi

Walikota/Bupati

Pengambilan sumpah /janji Jabatan PNS vang

diengkai menjadi Pejabat Fungsional

Keterampilan dan Pejabat Fungsiona) Pelantilian dan

4 |Keahlian Jenjang: Eepala BED pengambilan

u. Ahli Pertama; dan sumpah,fjan]i jabatan
fungsional dilakukan

b. Ahll Muda terhadap PN vang

diangkat dalam JF melalui

Pengambilan sumpah /janji Jabaten PNS vang an ka TTAm
diangkat menjadi Pejabat Fungsional perpindaan doet jabet

; ; ¢ perpindahan dasi jabatan
5 l'il:t{:ra_umpﬂa.nl den Pejabat Fungsional Sekretaris Dasral ey
Keahlian Jenjang;

penyvesuaisn {inpassing
a. Ahli Madya: dan

b. Ahll Utama. |

GUBERNUR FROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

el

ANIES BASWEDAN



